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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Keluarga yangsakinah mawaddahdanrohmah (kasih sayang) adalah
asas dan tujuan disyariatkannya pernikahan dan @etoitan rumah tangga

dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firm&ah/SWT :

¢HRERS O

ALAER0> AKX I BAZNe
B-MARCAECO¢=Q erw SUCHIEC) du Nisolm B8

2OZOCrO¢E AR YOEO LAV wRD
ONx OH RO OOxNOg0e/ed CcOlvenls
B 200, erw® Y Yetdn A&, 19D+ Q
G ¢)ORGAEXIHGI60
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nslah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, sup&ganu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nyantdiramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang iaeniik
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yamukbér (Q.S.
Ar-Ruum : 23!

Namun kenyataannya banyak terjadi dalam kehiduparkeluarga
timbul masalah-masalah yang mendorong seorang satamisteri melakukan
gugatan cerai dengan segala alasan. Dengan memip&ntjkan bahwa
perceraian adalah solusi terakhir dalam bahteramuangga mereka.

Meskipun perceraian merupakan solusi terakhir dataemyelesaikan

ketidakcocokan antara suami istri, namun sebenarhgh ini belum

! Departemen Agama RI,Al-Quran dan TerjemahannyaBandung; Diponegoro,
2007, h. 522.

2 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Undang-Urndan
No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Is|alakarta; PT. Bumi Aksara, 2004, h. 99.



menyelesaikan semua masalah yang ada. Permasald@n muncul
selanjutnya adalah sengketa antara kedua belahk giaikk dalam hal
pembagian harta bersamgofo-gini) maupun sengketa hak asuh anak
(hadlanah)

Perceraian dalam rumah tangga memang tidak bisapadikan
pengaruhnya terhadap anak, karena fakta kehidupammukan tidak sedikit
dari perkawinan yang dibangun dengan susah paydh pkhirnya bubar
karena kemelut dalam rumah tangga yang tidakdssdesaikan. Akibat dari
bubarnya perkawinan tersebut, tidak sedikit pulakayang dilahirkan dari
perkawinan itu menanggung derita yang seharusdgi ta tanggung.

Dalam penjelasan Undang- undang Nomor 23 Tahur 266tang
Perlindungan Anak, secara tegas dinyatakan bahwak“@dalah amanah
sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sesantharus kita jaga
karena dalam dirinya melekat, harkat, martabat,hddnhak sebagai manusia
yang harus di junjung tinggf” Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih
kecil dan belum mandiri, pengasuh&adlanal) adalah suatu perbuatan yang
wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tampdlanah anak akan
menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak-hakny

Hak kuasa asuh anak memang bisa jatuh ke ibu gtu (@uami atau
istri), yang jelas, tentu tidak mudah bagi pihakgaidak mendapatkan hak

kuasa asuh menerima kenyataan berpisah dari sakg an

3 Abdul Manan,Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradifgama,
Jakarta; Pustaka Bangsa, 2003, h. 77.

4 Darman PrinstHukum Anak Indonesi®andung; PT. Citra Aditya Bakti, 2003, h.
378.



Permasalahan hak asuh anak tidak akan menimbulkamflikk
kepentingan antara suami dan istri jika bukan lkareebab perceraian,
sehingga tidak sedikit dari konflik tersebut diselié&an melalui pengadilan
guna memperoleh kepastian hukum demi kepentingam@sa depan anak.

Dalam prespektif hukum Islam, pengasuhan anak dlketengan
sebutanhadlanah, secara etimologishadlanah berasal dari katdadlana,
hadlan wa hidlanatanyang berartja’ala al shobi fi dlahnihilmenggendong
bayi dalam buaiany&)Sedangkan menursyara’ Sayyid Sabiq menjelaskan
hadlanahadalah melakukan pemeliharaan anak yang masih katil laki-
laki atau perempuan atau yang sudah besar teton b@mziz tanpa perintah
dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadidzeikanya, menjaganya
dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani dan yekalgar mampu berdiri
sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikgang jawab apabila
ia dewasd.

Sengketa hak asuh anak athadlanah secara normatif telah diatur
dalam peraturan perundangan-undangan. Menurut gagasiang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 ditegaskiwa “akibat putusnya
perkawinan karena perceraian ialah :

a) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memeliltira mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentimgdn lilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pkrgadiemberi
putusanya.

® Sirajuddin SailellahSudut PandangPengadilan Terhadap PutusanKuasa Asuh
Anak, dalam Mimbar Hukum dan Peradilangdisi 70 Januari 2010, Jakarta; Pusat
Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat MadardiQ,2h. 178.

6 Lois Makluf, al Munjid fi al Lugoh wa al A'lamBeirut; Dar al Masyrig 1986, h.
139.

" Abdul Mananpp.cit, h.78.



b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya ibaman dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana kagalam kenyataan
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengaditgpat menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebdt”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, ketenketentuan
mengenai penyelesaian sengketa pengasuhan anaik pada pasal 105 KHI,
yang berbunyi, “dalam hal terjadinya perceraian :

a) Pemeliharaan anak yang belumumayyizatau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya;

b) Pemeliharaan anak yang sudalumayyizdiserahkan pada anak untuk
memimilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegdrak
pemeliharaanya;

c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahriya”.

Pada prinsipnya persoalan hak asuh anak ini berkakika terjadi
perceraian antara suami dan istri, artinya apaibitan perkawinan itu masih
berlangsung, maka kewajiban menjadi tanggung jalseaabama antara ayah
dan ibu. Ayah mencukupi kebutuhan materiil dan ibwemelihara
kesejahteraan jasmani, rohani dan pendidikan agaaenya°

Antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KaspiHukum
Islam mempunyai konsep yang sama terkait dengarbipgaran pengasuhan
anak pasca perceraian. Hal ini ditegaskan dalaml gdsayat (2) UU Nomor
1 Tahun 1974 yang berbunyi “bapak yang bertanggamgb atas semua
biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukeak &u; bila mana bapak

dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibaelets pengadilan dapat

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya terseblialam Kompilasi

8 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Isléimpunan Peraturan
Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agadakarta; Departemen Agama
Republik Indonesia, 2001, h. 140-141.

% Ibid, h. 343.

10 Sirajuddin Sailellahop.cit, h. 183.



Hukum Islam hal ini detegaskan dalam pasal 105 &ptyang berbunyi
“biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Dalam Undang-undang Perkawin an pasal 42 - pasdii@dskan bahwa
orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anakygng belum
mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik saamnpdi itu kawin atau
dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku temeskipun perkawinan antara
orang tua si anak putus karena perceraian atautieenta

Menurut hukum Islamjumhur ulama ahli figh sepakat bahwa usia
pengasuhan anak dibatasi sampai anak terselnmayyizMereka membatasi
usia mumayyiz7 tahun untuk anak laki laki dan 9 tahun untuk anak
perempuan. Tolok ukurnya adalah jika anak yangndadangasuhan tersebut
sudah bisa makan, minum dan inja’ (bersuci) sendirt?

Dalam prespektif hukum Islam, jika terjadi perpsahantara ibu dan
ayah, sedangkan mereka mempunyai anak, maka ilttu belbhak daripada
ayahnya, selama tidak ada alasan pencegahan pé&ntabdlanah.Hal ini
dilandaskan pada hadis yang diriwayatkaleh Abu Daud dan Ahmad yang
menceritakan bahwa seorang ibu mengadu kepadaliaBuBAW tentang
anak kecilnya (yang belumumayyi}, dimana mantan suaminya bermaksud

untuk merebut anak mereka, lalu Rasulullah SAWdi#ts :

1 Undang -Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 p&Sajang berbunyi : (1)
Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik aaree mereka sebaik-baiknya. (2)
Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (Ialpéni berlaku sampai anak itu
kawinatau dapat berdiri sendiri. Kewajiban manddber terus meskipun perkawinan antara
kedua orang tua putus.

12 Sirajuddin Sailellahloc. cit.
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Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Mahmua Khalid as Sulami,
telah menceritakan kepada kami al Walid dari AbmtAal Auza'i,
telah menceritakan kepadaku ‘Amr bin Syu’aib, dgrhnya dari
kakeknya yaitu Abdullah bin ‘Amr bahwa seorang vatierkata;
“wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perudidalah
tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumdga
pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah
menceraikannya dan ingin merampasnya dariku”. Keamud
Rasulullah SAW berkata kepadanya; “engkau (ibujhldierhak
terhadapnya selama engkau belum menikah”.

Jika anak tersebut sudahumayyizpemutusan hak asuh atas dirinya
diserahkan kepadanya untuk memilih ayah atau ibuPgda masa ini seorang
anak secara sederhana telah mampu membedakan aramdserbahaya dan
mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena igusudah dianggap
mampu menjatuhkan pilihanya sendiri untuk memilidup bersama ayah
atau ibunya.

Landasan hukum dari hal tersebut adalah hadis atMayam at-Tirmidzi
r.a. dalamSunan an-Nasa'yang menceritakan seorang wanita mengadukan

tingkah laku bekas suaminya yang hendak merebit meseka berdua yang

telah mampu menolong mengangkat air dari sumur.

¥ Muhammad Abdul Aziz al-KholidiSunan Abi Daud Juz as TsaBieirut; Daaral-
Kutub al-llmiyah,1996, h. 105.
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Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami MuhammizdAbdul A’la ia
berkata; telah menceritakan kepada kami Khalideikdta; telah
menceritakan kepada kami lbnu Juraij ia berkatdahte
mengabarkan kepadaku Ziyad dari Hilal bin Usamat Abu
Maimunah ia berkata, “Saat aku bersama Abu Huraifah
berkata, “Seorang wanita datang kepada RasululkaW/ $lan
berkata, “Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Sesinmyg
suamiku ingin pergi membawa anakku, dan anak tatsetah
memberiku manfaat, ia membawakan aku air dari suitur
Inabah.” Kemudian suaminya datang dan berkatap&kah yang
berselisih denganku mengenai anakku?” Kemudian ateli
bersabda: “Wahai anak kecil, ini adalah ayahmu idamdalah
ibumu. Gandenglah tangan salah seorang dari meyakag
engkau kehendaki’. Kemudian anak tersebut menggande
tangan ibunya, maka ia pun pergi bersamanya”

Jika ditinjau dari perspektif Undang-undang Nombrtahun 1984
tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan SegalakBBigkriminasi
terhadap Wanita ataonventionon the Elimination of All Forms of

Discrimination AgainstWomen(CEDAW) hal ini merupakan diskriminasi.

 Jalaludin as-SuyutiSunan an-Nasai Juz al-KhoomiBgirut; Daaral-Kutub al-
lImiyah, 1996, h. 185.

15 Istilah diskriminasi dalam CEDAW di jelaskan papasal 1 yang berbunyi “
Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap pembadgengucilan, atau pembatasan yang
dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyaggreih atau tujuan untuk mengurangi
atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau (pexagy hak-hak asasi manusia dan



Dalam konsep CEDAW tidak ada pembedaan tanggunghjayang bersifat
materill (biaya hidup anak) maupun non materiilnga@suhan) antara laki-laki
dan perempuan.

CEDAW merupakan tindak lanjut dari deklarasi Peks¢an Bangsa-
Bangsa pada tahun 1967 mengenai Penghapusan Disksinterhadap
Wanita. Karena deklarasi tersebut bersifat tidakgi@t, maka Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyusun rancangan Konvensi tenemgh&ousan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) yangdifat mengikat bagi
negara-negara peserta. Konvensi ini kemudian disalpada tanggal 18
Desember 1979 oleh Majelis Umum PEB.

CEDAW telah diratifikasi Indonesia dengan Undamglang Nomor 7
Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghagssgala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tanggal 241984!" Makna dari
ratifikasi tersebut adalah membentuk perjanjiarsé@a antar negara peserta
(treaty) yang menciptakan kewajiban dan komitmen negagg@a yang
meratifikasinya dalam merealisasikan apa-apa yamgudg dalam konvensi
tersebut.

Konsekuensi dari ratifikasi konvensi ini adalahgae peserta wajib
memberikan komitmen untuk menjamin terealisasingtehtuan-ketentuan

yang ada dalam CEDAW melalui peraturan perundamgogan, kebijakan,

kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekansaosial, budaya, sipil atau apapun
lainya oleh wanita”.

16 Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gendeivesitas Indonesiaiak
Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkaditen GenderJakarta; Yayasan
Obor Indonesia, 2007, h. 5-6.

7 bid. h. 4.



program dan tindakan untuk mewujudkan kesetaraataranpria dan
perempuan serta terhapusnya segala bentuk disksminerhadap
perempuari®

Ketentuan-ketentuan CEDAW yang mengatur persamakmaitara laki-
laki dan perempuan dalam perkawinan diatur dalasalpd6, di dalamnya
terdapat konsep pengasuhan anak yang lebih meraygdep kesetaraan hak
dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dat@mua urusan yang
berhubungan dengan anak-anak mefék#adi, menurut konsep CEDAW,
kewajiban dan hak untuk mengasuh anak-anak merekelak terjadi
perceraian merupakan tanggung jawab bersama, sidakpembedaan antara
laki-laki dan perempuan dalam hal ini.

Ketentuan-ketentuan CEDAW yang mengatur persamakiattara laki-
laki dan perempuan dalam pengasuhan anak lainjahagasal 16 huruf (d)
dimana di dalamnya terdapat penekanan terhadagikawaebagai orang tua
terhadap anak-anak mereka tampa memandang statkawpen orang
tuanya yang berbunyi “ hak dan tanggung jawab ysamga sebagai orang tua
terlepas dari status perkawinan mereka, dalam nrysag berhubungan

dengan anak-anak mereka; dalam semua hal kepemtangk-anak harus di

8 LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuadonesia untuk
Keadilan), Rekomendasi Umum No. 19 Tentang Kekerasan Terhd&ampuan,
Yogyakarta; Galang Printika, 2008, h. 3-4.

19 pasal 16 huruf (c) dan (f) yang masing-masindimeyi (c) “hak dan tanggung
jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemupes&awinan.” (f) “hak dan
tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwpkaneliharaan, pengawasan, dan
pengangkatan anak-anak atau lembaga- lembaga gfergssdimana konsep ini ada dalam
undang-undang nasional, dalam semua hal kepentamggiranak wajib diutamakan”.
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utamakan™° Jadi, dalam konsep CEDAW setiap anak yang lahmmeyai
hak-hak sebagai seorang anak dari ayah dan ibuogsolya tampa
memandang anak tersebut dilahirkan dalam atau aebédat perkawinan
yang sah antara ayah dan ibu biologisnya atau.tidak ini berarti konsep
Pengasuhan anak dalam CEDAW tidak terikat padasstdh atau tidaknya
seorang anak:

Dari pemaparan permasalahan di atas, penulisikediatuk mengangkat
penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judtinjauan Hukum
Islam Tentang Hak Asuh Anak Dalam UU No. 7 Tahun 184 Tentang
Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Disknasi
Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of

Discrimination Against Women)”.

20 Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gendevésitas Indonesi@p. cit,
h. 24.

21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang analgysah pada pasal 99 “Anak
yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atéha@perkawinan yang sah atau hasil
pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dahickan oleh istri tersebut”. Sedangkan
Undang —undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 penjelasak yang sah di atur pada pasal
42 yang berbunyi “ anak yang sah adalah anak ydapirttan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah”. Lihat UU No.1 Tahun 1974 aegt Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, Bandung; Citra Umbara, 2007, h. 17 lola263.
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipapaidi atas maka
dapat dikemukakan di sini pokok-pokok permasalapang akan dibahas
dalam skripsi ini.
Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagjaitoe
1. Bagaimanakah konsep pengasuhan anak dalam Pa&EDAW?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang konsep saingan anak dalam
Pasal 16 dalam CEDAW?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulsaipsi ini adalah
sebagai berikut :
1. Tujuan Material

a. Untuk mengetahui konsep pengasuhan anak dalam mfésdhalam
Convention the Elimination of all Forms of Discrimtion Against
Women(CEDAW).

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai &pns
pengasuhan anak dalam Pasal 16 d&lamvention the Elimination of
all Forms of Discrimination Against WoméGEDAW).

2. Tujuan Formal
Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalaltuknmemenuhi
persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjakanh Islam pada

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo semarang.
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D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukaisatul dalam bentuk
skripsi yang secara spesifik dan mendetail membgdrdang tinjuan hukum
islam tentang konsep pengasuhan anak dalam CEDAW.

Muhamad Akrom, Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN alldongo
Semarang, tahun 2007 dalam skripsinya yang berjtatdlisis Terhadap
Hak Nafkah Dalam Convention the Elimination of Biscrimination Against
Women menurut Hukum Islamfiembahasentang kesetaraan hak suami istri
kaitanya dengan hak nafkah dalam konsep CEDAW mgaui dari hukum
Islam. Menurut CEDAW kewajiban mencukupi kebutuhdeluarga
merupakan kewajiban bersama yang mempunyai kedodykag setara
antara suami maupun istri.

Ahmad Adib, Alumnus IAIN Walisongo Semarang aadhun 2004,
dalam skripsinya yang berjuddHubungan Hukum Hak dan Kewajiban
Antara Orang tua dan Anak ( Studi Perbandingan menwU No. 1974,
Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam ¥iembahas tentang hubungan
hukum dan kewajiban antara orangtua dan anak yamggkomparasikan
antara Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan pflasi Hukum
Islam.

Atin Ratna Sari, Alumnus IAIN Walisongo Semaggada tahun 2008,
dalam skripsinya yang berjudtifinjauan Hukum Islam Tentang Status Anak
Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab Li'an (Anali§erhadap Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Status Aa#” membahas
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bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undamd@ NMahun 1974
Pasal 42 tidak sejalan dengan pengertian anakasahtgrdapat dalam hukum
Islam. Karena dalam hukum Islam terdapat pengemuajiaitu walaupun
dalam perkawinan yang sah tetapi apabila ayahnyakoiean pengingkaran
terhadap anak yang dikandung oleh istri dan apabiielah perceraian terjadi,
maka anak yang lahir tersebut hanya akan mempumybungan nasab
dengan ibunya dan kedudukannya jelas menjadi aawads tydak sah.

Darwan Prinst,S.H, dalam bukunya yang berjutidukum Anak
Indonesia”. Buku ini mengulas tentang seluk beluk perlindundpeak-hak
anak dari segi hukum, selain mengumpas peraturamg@ang-undangan yang
memberikan naungan hukum hak-hak anak, dalam bokguga dibahas
pengasuhan dan pengankatan anak yang di tinjauhdd&um positif dan
hukum islam.

Drs. Sirajuddin Sailellah, SH., MHI, hakim ysidl/panitera pengganti
Mahkamah Agung RI dalam tulisan artikel yang banjutbudut Pandang
Pengadilan Terhadap Putusan Kuasa Asuh Angkfig dimuat dalam jurnal
Mimbar Hukum dan Peradilardisi 70, Januari 2010. Artikel ini membahas
tentang bagaimana sikap pengadilan terhadap bertsagagketa kuasa
pengasuhan anak pasca perceraian dan bagaimars teshadap esekusi
anak yang gagal karena ketidakmauan pihak tereisekeisyerahkan anak.
Ada dua pendapat dikalangan praktisi hukiartamaeksekusi penyerahan
anak tidak bisa dilakukan sebab anak tidak dajpatrsémakan dengan barang

atau objek yang dapat diesekukeduabahwa apapun bentuk putusan ini
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sepanjang bersifatondemnatoir (menghukum) maka putusan itu harus
dilaksanakan, baik secara sukarela atau secara peltsekusi).

Berdasarkan atas pustaka yang telah penuisikakan di atas, maka
sekiranya dapat penulis simpulkan bahwa tentangrkajtau penelitian yang
akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah akripsi yang telah
dipaparkan di atas. Skripsi ini membahas tentangauan hukum Islam
tentang konsep pengasuhan anak dalam UU No. 7 TaB8Aa tentang
Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentukinbiiesi Terhadap
Wanita atauConvention on The Elimination of All Forms of Distination
Againts Wome(CEDAW).

. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian merupakan sesuaiy samgat penting,
karena suatu metodologi nantinya akan menentuka@aimana cara kerja
sebuah mekanisme penelitian untuk sampai ke sasadapun metode yang
penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini seblaggakut :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustakau library reserch,
yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengagupgulan data
pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahalitiaeﬁ2
Penelitian ini menggunakan penelitian pustakeehka data pokok
yang digunakan adalah draft Konvensi Penghapusagal&eBentuk

Diskriminasi Terhadap Wanit&€Convention on Ellimination of All Forms of

22 Mestika Zed,Metode Penelitian Kepustakaadakarta; Yayasan Obor Indonesia,
2004, h. 3.
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Discrimination Against Woméndan buku-buku figih yang membahas
tentang pengasuhan anak dalam Islam.

Penelitian ini bersifadeskriptif analitik,yaitu suatu metode penelitian
dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada ssksrang, disusun,
dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan udien disimpulkarf®
Penelitian ini adalah upaya untuk menyimpulkan kpnshak asuh anak
dalam UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan KonRamghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAKN)Susnya pasal
16 yang di dalamnya terdapat aturan tentang pehgas@anak untuk
selanjutnya dianalisis dengan prespektif hukummisla

. Sumber Data
Data-data yang penulis peroleh dari penelitian didiapat dari dua
sumber data sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsiarg obyek yang
diteliti.?* Data primer dari penelitian ini berasal dari dt&dnvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi TerhadapitsV@@EDAW)
yang kemudian di ratifikasi dengan UU No.7 Tah@84, khususnya
pasal 16 mengenai isu diskriminasi dalam perkawirdan hak

pengasuhan anak dalam konvensi ini.

b. Data Sekunder

2 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosialfogyakarta; Gajah Mada
University, 1993, h. 30.
24 adi Rianto,Metodologi Penelitian Sosial dan Hukudakarta; Granit, 2004, h. 57.
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Data sekunder yaitu data pendukung yang berupeunden-
dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yandeetuk laporan dan
lain sebagainy® Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatu
literatur lain yang mempunyai relevansi dengan kpneak asuh anak
dalam hukum positif dan hukum Islam yang berupaubiikrnal, kitab-
kitab figh, undang-undang (seperti UU No.1 Tahun74l9entang
Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindond\nak,
KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ddafetode
dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan datager&i suatu hal
atau variabel tertentun yang berupa catatan, tyanbkku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lebagainy&® Dari
metode ini penulis mengumpulkan data pendukung (siekunder) yang
berkaitan dengahadlanahbaik dari hukum Islam maupun hukum positif
untuk kemudian dijadikan alat analisis data pringéraft konvensi
CEDAW).

4. Metode Analisa Data
Data yang diperoleh penulis disusun untuk setapgu dianalisis

secar&ualitatif dengan teknik analisis sebagai berikut :

25 Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukurdakarta; Raja
Grafindo Persada, 2006, h. 30.

26 gyharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikarta;
Rineka Cipta, 1993, h. 202.
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Analisis Deduktif

Yaitu analisa data yang bertitik tolak atau lsaggpada kaidah-
kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suaésirkpulan
khusus?’ Dengan metode ini penulis dapat menyimpulkan ko
asuh anak (yang bersifat khusus) dalam UU No. 1iidi®84 Tentang
Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk inDisgi
Terhadap Wanita atau CEDAW (yang bersifat umum).
Content Analysis

Yaitu analisis isi datd® Penulis menggunakan metode analisis ini
untuk menganalisis pasal-pasal dan butir-butir yawemgatur tentang
hak asuh anak dalam UU No.7 Tahun 1984 tentang eRahgn
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminadialdarp Wanita

(CEDAW) dengan prespektif hukum Islarfiqih munakahgt

F. Sistematika penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri 8dab, dimana dalam

setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan; yaitu

BAB |

: PENDAHULUAN.
Bab ini memuat tentang latar belakang permasalapakpk
permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaktégdaeenelitian

dan sistematika penulisan.

1998.

27 Muhamad NadzirVietode PenelitianjakartaGhalialndonesia1999, h.202
28 gumadi Suryabratayletodologi PenelitianJakarta; PT. Raja Grafindo Persada,
h. 85.
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: TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK
HADLANAH) DALAM ISLAM
Dalam Bab ini akan dibahas tentang konsep pengasahak
(hadlanalh) dalam Islam. Terdapat empat sub pembahasan gakni
Pengertiarhadlanah. B) Dasar hukunthadlanah.C) Orang-orang
yang berhak atdsadlanah.D) Syarat-syarabadlin —hadlinah

: GAMBARAN UMUM TENTANG CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISGRNATION AGAINTS
WOMEN(CEDAW)
Bab ini akan membahas tentang CEDAW secara umung yan
meliputi tentang A) Sejarah dan latar belakang CERDAB)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap itavan

(CEDAW). C) Konsep pengasuhan anak dalam pasaEIRAQV.

: ANALIS

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penuligapss ini
yang meliputi analisis terhadap konsep pengasulmak dalam
pasal 16 CEDAW dan tinjauan hukum Islam tentangskpn

pengasuhan anak dalam pasal 16 CEDAW.

: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup



